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Abstrak. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah adanya keluhan dari masyarakat terkait seringkali usulan kegiatan atau program (perumusan masalah) dari kecamatan mendapat intervensi kepentingan dan kekuasaan dari para pemgambilan keputusan di tingkat legislatif daerah maupun OPD, yang pada akhirnya menyebabkan akuntabilitas proses dan hasil dari perencanaan sering dipertanyakan masyarakat 
Penelitian mengacu pada pendapat Alexander Abe menjelaskan bahwa perencanaan partisipatif  langkah- langkahnya meliputi penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan  tujuan,  menetapkan  langkah-langkah  rinci serta mengetahui dan menganalisis model perencanaan partisipatif pembangunan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil peneltian ini adalah bahwa  Proses perencanaan partisipatif   hanya pada tahap penyelidikan dan perumusan masalah yang sudah melibatkan masyarakat kecamatan Bojong  sedangkan   tahap   identifikasi   daya   dukung,   menetapkan langkah-langkah  rinci tidak disertakan. Dalam model perencanaan partisipatif hanya sebatas usulan kegiatan saja. Oleh karena itu perlu keterlibatan semua unsur stakeholder di Kecamatan Bojong dalam  perencanaan   partisipatif   mulai   dari   tahap   penyelidikan,   perumusan   masalah, identifikasi  daya  dukung,  perumusan  tujuan,  menetapkan  langkah-langkah  rinci. Hasil dari perencanaan  partisipatif  berupa perencanaan program atau kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif pembangunan di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

Kata Kunci : perencanaan partisipatif, dan rancangan model perencanaan partisipatif
Abstract. The main problem in this research is that there are complaints from the community related to the fact that the proposed activities or programs (problem formulation) from the sub-district receive intervention in the interests and power of decision makers at the regional legislative and OPD levels, which in turn causes the accountability of the process and results of planning to be questioned. Public
The research refers to Alexander Abe's opinion, explaining that participatory planning measures include investigation, problem formulation, identification of carrying capacity, formulation of goals, determining detailed steps and knowing and analyzing participatory development planning models. This research uses descriptive qualitative method. The data collection process was carried out by means of observation, in-depth interviews, and documentation study. The result of this research is that the participatory planning process is only at the stage of investigation and problem formulation that has involved the community of the Bojong sub-district, while the carrying capacity identification stage, determining detailed steps is not included. In the participatory planning model it is only limited to proposed activities. Therefore it is necessary to involve all stakeholder elements in the District of Bojong in participatory planning starting from the investigation stage, problem formulation, identification of carrying capacity, formulation of objectives, determining detailed steps. The result of participatory planning is in the form of program or activity planning. This study aims to describe the participatory planning process of development in Bojong District, Purwakarta Regency
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1. Pendahuluan
Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang dalam tujuannnya melibatkan kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua stakeholders dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan.
Perencanaan partisipatif menurut Abe (2002:81) adalah “perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung”. Abe juga menawarkan dua bentuk perencanaan partisipatif yaitu : pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, berupa perencanaan lokasi setempat (menyangkut daerah dimana masyarakat berada) dan berupa perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan, kedua, perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan sesuai institusi yang sah (parlemen). Alexander Abe (2002:71) mengemukakan langkah-langkah perencanaan partisipatif sebagai berikut : “(a) penyelidikan (b) perumusan masalah (c) identifikasi daya dukung (d) perumusan tujuan (e) menentukan langkah-langkah rinci”. 
Adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan merupakan salah satu faktor dari keberhasilan pembangunan suatu daerah. Masyarakat daerah baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera.
2. Kajian Pustaka

Perencanaan   partisipatif   merupakan   perencanaan   yang   melibatkan semua   (rakyat)   dalam   rangka   memecahkan   masalah   yang   dihadapi   yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan,. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002:81) sebagai berikut 
Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan  rakyat,  dan  dalam  prosesnya  melibatkan  rakyat  (baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Tujuan  dan cara harus  dipandang  sebagai satu  kesatuan.  Suatu  tujuan  untuk  kepentingan rakyat  dan  bila  dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Wicaksono  dan  Sugiarto  (dalam Wijaya,  2003:16) ”usaha  yang  dilakukan  masyarakat  untuk  memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri”.
Pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan   yang   melibatkan   semua   (rakyat)   dalam   rangka   memecahkan masalah   yang   dihadapi   yang   tujuannya   untuk   memperoleh   kondisi   yang diharapkan, meciptakan aspirasi dan rasa memiliki .
Perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah keterlibatan masyarakat, bahwa   perencanaan   partisipatif   merupakan   perencanaaan   lahir   dari   bawah (bottom   up)   bukan   lahir   atas   (top-down)   atau   Pemerintah   Daerah   Jadi perencanaan  partisipatif  adalah  perencanaan  yang disusun  dari bawah  (bottom up).    Menurut  Alexander  Abe  (2002;71),  langkah-langkah  perencanaan  partisipatif yang disusun dari bawah (bottom up) dan bukan dari perencanaan  atas inisiatif dari pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
a.   Penyelidikan.
Penyelidikan  adalah sebuah proses untuk mengetahui,  menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat.    
b.   Perumusan masalah.
Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh   gambaran   yang   lebih   lengkap,   utuh   dan   mendalam.  
c.   Identifikasi daya dukung.
 Dalam  masalah  ini  daya  didukung  tidak  diartikan  sebagai  dana kongkrit (uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan
 d.   Perumusan tujuan.
Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu  keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. 

e.   Menetapkan langkah-langkah secara rinci.
Penetapan  langkah-langkah  adalah  proses  menyusun  apa  saja  yang akan dilakukan. Sebetulnya proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak.
3. Metode
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam perencanaan partisipatif di Kecamatan Bojong. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdam &Taylor dalam Moelong (2005:4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi yang digunakan adalah Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

A. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Azwar (2007:36) data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data ini diperoleh dari Kantor Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. Sedangkan data primer menurut Azwar (2007:36) yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

B. Sumber Data
Menurut Arikunto, Suharsimi (2010:129) menjelaskan bahwa “Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.” Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:
1. Person
2. Place
3. Paper

C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara obeservasi, wawancara dan melakukan studi dokumentasi (Hamidi:2010). 
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

D. Validitas Data
Meningkatkan validitas data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber. Saebani (2008:189) menyatakan bahwa “triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.”

E. Pengolahan dan Teknik Analisis Data
Ada tiga komponen yang merupakan model yang saling terjalin atau model interaktif, yaitu:
1. Data Reduction (reduksi data)
2. Data Display (penyajian data)	
3. Conclusion drawing/verification

4. Hasil dan Pembahasan
A. Proses Perencanaan Parstisipatif Pembangunan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

1. Penyelidikan
Berkaitan dengan  penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif di Kecamatan   Bojong   di   dapat   informasi   dari   salah   satu   anggota   BPD Desa Pangkalan Bapak A Kustiana sebagai berikut :
” Musrenbang munculnya dari tingkat RT dan RT mempunyai prioritas pembangunan apa yang dibutuhkan masyarakat setelah deal ditingkat RT kemudian diputuskan di tingkat kadus setelah itu disepakati diantara wilayah satu RW itu nanti prioritas masuk ketingkat desa kita harus debat mana yang bisa didanai dari desa mana yang dibiayai oleh kabupaten, kemudian dipilah- pilah nanti dari desa bisanya menunjuk   3 orang perwakilan  ke kecamatan untuk  bisa  mempertahankan  hasil  Musrenbang  dari  tingkat  desa.  Nanti  di tingkat  kecamatan  adu argumen  karena pada saat itu tidak memungkinkan memprioritaskan     maka    dibentuk     tim    perumus     tingkat     kecamatan”. (Wawancara Senin 4 Februari 2019)
Hal   senada   juga   disampaikan   oleh   Kepala   Desa   Pangkalan Bapak H R Sodikin,  pernyataan sebagai berikut :
” Di mulai dari Musrenbangdus kemudian musrenbangdus dari masing kadus membawa apirasi di masing RT dan RW direkap tingkat desa masuk direkap tingkat desa musrenbangdes. Masyarakat melewati musrenbangdus kemudian dirembug dengan tokoh yang ada baik RT RW baik dengan LPMD dan BPD,PKK Dengan skala prioritas kadus  kemudian diolah dengan kadus dan musrenbang desa. Tingkat desa masukan dari kadus & ceking langsung kelapangan.  desa juga punya perencanaan  kedepan ditingkat bawah...dalam musrenbang  juga  dijelaskan  tentang  hasil  pembangunan  tahun  sebelumnya”.(Wawancara Senin 5 Februari 2019)
Bahwa  berdasarkan  data  dan  dengan  membandingkan  teori yang digunakan,   pada tahap penyelidikan dalam  proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Bojong dapat diketahui keterlibatan masyarakat Kecamatan Bojong  dalam  mengetahui,    menggali,  dan mengumpulkan    informasi  serta mengenali  secara seksama  masalah-masalah  yang bersifat  lokal dalam perencanaan partisipatif di Kecamatan Bojong sudah di mulai dari tingkat RT dan RW sampai dengan  saat  pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Bojong.

2. Perumusan masalah.

Berkaitan dengan perumusan masalah salah satu anggota LPMD Desa Pangkalan Bapak Herman menjelaskan :
“Perwakilan   dusun   membawa   permasalahan   untuk   disampaikan   dan diusulkan di musrenbangdes.   Berbagai permasalahan diseleksi berdasarkan skala prioritas mana-mana yang sangat dibutuhkan untuk kemudian dibawa ke tingkat kecamatan. Cara menyeleksi berbagai permasalahan yaitu dengan dibahas bersama-sama  termasuk peserta masyarakat  dan perwakilan  dusun- dusun,  RT/RW,  tokoh  masyarakat  dan  perangkat  desa,  BPD.  Kemudian disusun skala priotritas rencana pembangunan. Dari musrenbang ditunjuk perwakilan untuk membentuk tim 5 orang dari desa, wakil BPD,LPMD…….Setelah hasil musrenbang kecamatan disusun lagi usulan prioritas   pembangunan   yang   bersifat   umum   kemudian   dipilih   sesuai bidangnya untuk diajukan semua “(Wawancara Rabu 6 Februari 2019)
Kemudian Kasubag Perencanaan  Bappeda Kabupaten Purwakarta Bapak Nova menjelaskan :
” yang jelas di sini kita memberi pembelajaran kepada masyarakat agar selalu terlibat dan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan pembangunan  (topdown).  Di  mana  masyarakat  diharapkan  dapat berpartisipasi  aktif dan berperan dalam mengatasi permasalahan  di desanya sendiri.   Dan   diharapkan   dapat   meningkatkan   pendapatannya   meskipun mungkin sulit ”. (Wawancara Jumat 8 Februari  2019)
Dengan  dilibatkannya  masyarakat  dalam  proses  identifikasi  masalah dalam perencaan partisipatif di Kecamatan Bojong  senada  disampaikan oleh Wicaksono  dan Sugiarto  (dalam Wijaya,2001:25),  lebih lanjut  mengemukakan beberapa ciri-ciri  perencanaan  partisipatif  sebagai berikut : ” Terfokus  pada kepentingan masyarakat  (1).Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat (2) Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber sebelumnya tahap identifikasi masalah melibatkan beberapa stakeholder hal ini sesuai dengan apa yang   dikemukakan   oleh   Camat Kecamatan Bojong Bapak Wawan Darmawan  menjelaskan  sebagai berikut :
”  Musrenbang  kecamatan  sebagai  cara  menyeleksi  berbagai  permasalahan yaitu dengan dibahas bersama-sama termasuk peserta masyarakat dan perwakilan  dusun-dusun,  RT/RW,  tokoh  masyarakat  dan  perangkat  desa, BPD. Kemudian disusun skala priotritas rencana pembangunan. Dari Musrenbangdes   kemudian   ke   Musrenbang   Kecamatan”   (Wawancara  Jumat 1 Februari 2019).  
Bahwa berdasarkan data dan dengan membandingkan  dengan teori yang digunakan    tahap Perumusan atau identifikasi masalah dalam proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Bojong  dapat diketahui :
1. Dengan   dilibatkannya      masyarakat   Kecamatan   Bojong   Mengetahui, menggali, dan mengumpulkan   informasi serta mengenali secara seksama masalah-masalah   memberikan  dampak  positif  bahwa masalah yang diusulkan    dalam perumusan masalah terhadap proses perencanaan partisipatif Kecamatan Bojong memang benar-benar apa yang dirasakan masyarakat
2.  Data    berupa masalah – masalah yang ada di masyarakat oleh tim perumus musrenbang diolah  hingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam terhadap permasalahan di Kecamatan Bojong.
3. Perumusan   atau  identifikasi   masalah   dalam  Perencanaan   partisipatif   di Kecamatan   Bojong   disusun   berdasarkan   masalah   yang  benar-benar  mendesak dan memang membutuhkan pemecahan secepatnya karena menyangkut kepentingan banyak orang .
4.  Perumusan   atau  identifikasi   masalah   dalam  Perencanaan     partisipatif   di Kecamatan Bojong sudah melibatkan semua unsur stakeholder yang ada di Kecamatan Bojong.

3. Identifikasi daya dukung.

Mengenai identifikasi daya dukung di dapat informasi dari salah satu anggota BPD Pangkalan Bapak A Kustiana sebagai berikut:
“ Pengajuan  usulan  kegiatan  oleh  masyarakat  secara  otomatis  dana  dari pemerintah baik sumber dana kabupaten, provinsi atau pusat tapi kalau memang  harus   ada swadana   baik berupa  uang,  tenaga  dsb masyarakat biasanya  masyarakat  siap  karena  yang  akan  menikmati  masyaakat  itu sendiri”.  (Wawancara Senin 11 Februari 2019).
Dari pendapat  narasumber tersebut bahwa daya dukung konkrit dan nyata adalah berupa  uang bersumber  pemerintah  baik pemerintah  daerah kabupaten,  provinsi  atau  kemudian daya dukung yang dapat diusahakan dengan melalui swadana  masyrakat yang berupa uang, tenaga dsb. Hal senada  juga disampaikan oleh Bendavid-val (dalam Kuncoro, 2004;49-50) Sistem Informasi perencanaan Penaksiran sumber-sumber daya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan   potensial   untuk   tersedia   (dana   publik   atau   swasta   yang   dapat diinvestasikan  pada  bidang  yang  diinginkan  oleh  pembangunan  ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga-lembaga yang dapat ditarik)
Berdasarkan data dan dengan membandingkan teori yang digunakan  tahap identifikasi  dukungan  dalam proses perecanaan  partisipatif  di Kecamatan Bojong dapat diketahui:
1. Dukungan yang konkrit adalah dengan keikutsertaan seluruh masyarakat  dalam proses  musrenbang  desa/kelurahan  dan kecamatan  yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan tahun 2020
2.  Dukungan yang konkrit berupa uang dan sumber daya lain tidak ada karena hasil dari musrenbang sifatnya usulan saja.
3. Daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan) juga tidak ada karena dukungan ini muncul kalau ada dukungan yang berupa dukungan  konkrit dan nyata sudah ada dahulu

4. Perumusan tujuan.

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. Mengenai perumusan tujuan Kasubag Perencanaan Bappeda Kab Purwakarta Bapak Nova menjelaskan  :
“ seperti pada awal tahun kita menyampaikan surat edaran tentang penyelenggaraan  musrenbang dan jadwal perencanaan 1 tahun   Dalam surat edaran ini juga disampaikan rencana tahun yang akan datang sesuai dengan visi misi (RPJMD) kabupaten purwakarta, Tujuannya apa yang direncanakan pemda klop dengan apa yang akan diinginkan masyrakat “. (Wawancara  Jumat 8 Februari 2019)
Hal senada juga disampaikan Kasi Pemberdayaan   Masyrakat Desa Kecamatan Bojong menjelaskan  sebagai berikut : ”Usulan musrenbang  desa masyarakat memberikan usulan dari RT/RW musrenbang kecamatan Bojong harus sesuai dengan visi msi kabupaten  Purwakarta  agar perencanaan  pembangunan  menjadi sama....”. (Wawancara 12 Februari 2019)
Dari pendapat narasumber dapat diketahui bahwa tim perumus yang dibentuk oleh peserta musrenbang merupakan orang-orang pilihan yang dianggap paling mengetahui 

permasalahan  di Kecamatan Bojong. Sehingga hasil yang dibuat oleh tim musrenbang pasti dapat diterima.
Berkaitan dengan perumusan tujuan hal senada  juga disampaikan Abe (2005) Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa prinsip-prinsip telah dilaksanakan   agar  perencanaan  pembangunan   benar-benar  berbasis  rakyat, adapun prinsip-prinsip sebagai berikut :
a.  Transparan
b. 	Responsif
c.  Partisipatif
d. Akuntabel
Berdasarkan  data   dan   dengan   membandingkan   teori   yang digunakan   dari  tahap  perumusan   tujuan  dalam  perencanaan   partisipatif   di Kecamatan  Bojong  dapat  diketahui  dalam  perumusan  tujuan  sudah menggunakan prinsip-prinsip :
1. 	Transparan,  proses  dan mekanisme  pengambilan  keputusan  yang dibangun sejak mulai tingkat kelurahan sudah diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat Kecamatan
2. 	Responsif,  usulan kegiatan yang dihasilkan lebih disebabkan  adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat Kecamatan Bojong
3. 	Partisipatif, keterlibatan masyarakat Kecamatan Bojong menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat
4.  Akuntabel, Seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab  kebutuhan dan melibatkan masyarakat Kecamatan Bojong dan hasilnya hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

5.   Menetapkan langkah-langkah secara rinci.
Berkaitan dengan penetapan langkah-langkah  rinci dalam perencanaan partisipatif  di kecamatan  Bojong,  hasil wawancara  dengan dengan informan (peserta Musrenbang), hampir mempunyai jawaban sama bahwa    tidak terdapat langkah-langkah  rinci dalam hasil musrenbang  dikarenakan   hasil musrenbang  merupakan usulan kegiatan, karena sifatnya usulan   belum tentu   direalisasikan. Kemudian jawaban   berbeda dari Kasubag Perencanaan Bappeda Kab Purwakarta Bapak Nova menjelaskan :
“Kualitas SDM pada saat ini masih belum memungkinkan  untuk membuat langkah-langkah yang rinci, musrenbang sebenarnya  banyak  permasalahan sehingga   bagaimana   caranya   menemukan   permasalahan.   Karena   pada dasarnya akan diperbaiki   pada saat pembuatan  DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) ”(Wawancara Jumat 15 Februari 2019).
Kemudian dengan mengamati  dari dokumen hasil Musrenbang Kecamatan Bojong hanya berisi lokasi, volume, sasaran, manfaat dan sumber dana. Indikator itu pun dibuat  sifatnya perkiraan dan umum tidak dibuat rinci. Dengan tidak adanya tahapan langkah-langkah rinci dalam dokumen Musrenbang  Kecamatan  Bojong  terjadi  perbedaan  dengan  ciri-ciri perencanaan  partisipatif  Wicaksono   dan   Sugiarto   (dalam   Wijaya,2001:25) “Perencanaan harus bersifat Fisibilitas (Realistis) Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan  waktu”.    
Berdasarkan data dan dengan membandingkan teori yang digunakan dapat diketahui bahwa tidak ada kegiatan penetapan langkah-langkah rinci dalam perencanaan partisipatif di Kecamatan Bojong dikarenakan hasil dari  Musrenbang  Kecamatan sebagai  dokumen  perencanaan.  adalah  hanya usulan saja.
B.	Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Kecamatan Bojong Kabupaten 	Purwakarta
1.  Model Perencanaan   Partisipatif   di   Kecamatan   Bojong   Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor : 050/143/Bpp Tanggal 14 Januari 2018 tentang Penyusunan RKPD, penyelenggaraan Musrenbang dan Jadwal Perencanaan Tahun 2019









Gambar 4.1. Model  Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Bojong 
Kabupaten Purwakarta

                                                                                     
Aktifitas						   KeluaranAgenda I
Musrenbang Desa/Kelurahan
· Penyelidikan/pencarian masalah
· Identifikasi masalah

Agenda Kecamata I (Usulan Kegiatan Musrenbang Desa)

Agenda Kecamatan II ( Usulan kegicatan Musrenbang Kecamatan)

Agenda II
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· Identifikasi masalah

Menghasilkan
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Keterangan :
a. Keterlibatan   masyarakat   Kecamatan   Bojong   dalam   proses   perencanaan partisipatif   hanya   pada tahap penyelidikan dan perumusan masalah sedangkan tahap   identifikasi    daya   dukung,   menetapkan    langkah-langkah    rinci tidak disertakan.
b. Hasil dari proses perencanaan partisipatif hanya usulan kegiatan (usulan kegiatan musrenbang Desa/kelurahan dan Musrenbang Kecamata
2. 	Rancangan Model perencanaan Partisipatif Pembangunan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta
Gambar 4.2. Rancangan Model Perencanaan Partisipatif 
Pembangunan Kecamatan Bojong
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1. Pengembangan alternative
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Perencanaan Program
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Dari gambar  diatas dapat  dijelaskan  tentang  tahap  perencanaa partisipatif  di Kecamatan Bojong sebagai berikut :

1.  Tahap agenda I
Tahap ini dilaksanakan sebelum dan pada saat Musrenbang Desa. Jadi yang dimaksud masalah adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan  manusia  harus  dipecahkan  atau  diatasi.  Banyak  sekali  masalah atau problem  yang dimiliki  masyarakat,  tidak selalu hal itu langsung  menjadi problem  umum  (public  problem).  Problem  umum  menurut  Islamy  (1997:79) adalah :
Kebutuhan-kebutuhan  atau ketidakpuasan-ketidakpuasan  manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi (privat)..problema-problema  umum (public problem) itu adalah masalah-masalah  yang mempunyai  akibat yang luas termasuk akibat yang mengenai orang-orang yang secara langsung tidak terlibat.
Aktivitas fungsionalnya meliputi 
a.   Penyelidikan/Pencarian masalah
b.   Definisi masalah/identifikasi masalah
Setelah melakukan aktifitas fungsional tersebut, maka akan diputuskan masalah  apa  yang  menjadi  agenda  pemerintah  Kecamatan  I.  dalam  hal  ini masalah-masalah desa secara keseluruhan masuk dalam agenda Kecamatan Bojong. Stakeholder  yang terlibat :
a.   Masyarakat
b.   Pemerintah Desa
2.  Tahap Agenda II
Tahap ini dailaksanakan pada saat Musrenbang Kecamatan. Tahap ini diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah Kecamatan untuk segera dipecahkan karena  apabila  tidak  segera  dipecahkan  akan  berakibat  pada  banyak  orang  di Kecamatan Bojong . 
Aktifitas fungsionalnya meliputi :
a.   Identifikasi masalah
Setelah melakukan  aktifitas fungsional tersebut, maka akan diputuskan masalah apa 	yang menjadi agenda pemerintah Kecamatan II. dalam hal ini hanya masalah-masalah 	tertentu yang benar-benar membutuhkan perhatian yang masuk dalam agenda 	Kecamatan Bojong Jadi tidak semua hasil Musrebang Desa/kelurahan masuk dalam 	agenda kecamatan II. Aktor-aktor yang terlibat :
a.   Masyarakat
b.   Pemerintah Kecamatan
c.   Pemerintah Kabupaten Purwakarta
d.  Fasilitator (mediator antara masyrakat dan pemerintah baik tingkat     kecamatan ataupun Pemda)
3.  Tahap formulasi dan legitimasi tujuan-tujuan dan program.
Tahap ini di laksanakan kalau sudah ada kepastian anggaran di Kecamatan Bojong, 	tidak seluruh masalah yang ada dalam daftar agenda pemerintah Kecamatan Bojong 	diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sebagian dari masalah akan di formulasikan 	dan di legitimasi.   Aktifitas fungsional formulasi dan legitimasi sebagai berikut :
	a.   Pengembangan alternatif
b.    Negoisasi, kompromi dan keputusan
Kegiatan diawali dengan kegiatan persuasi (persuasion) dan tawar menawar (bargaining).  	Persuasi  adalah  proses  untuk  meyakinkan  kepada  orang  lain bahwa pendapatnya 	benar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan arti dari tawar menawar   adalah   suatu   	proses   dua  orang   atau   lebih   yang   mempunyai wewenang untuk bernegoisasi 	dalam memperoleh kesepakatan tentang suatu tujuan tertentu walaupun kesepakatan 	tidak terlalu ideal bagi masing-masing. Yang termasuk dalam tawar menawar adalah 	perjanjian (negotiation), saling memberi dan menerima (take and give),dan kompromi  (compromise). 


Kegiatan  persuasi  dilakukan  oleh  tim  perumus  musrenbang  (didampingi fasilitator)   kepada pemerintah kecamatan dan OPD terkait. Tim perumus Musrenbang meyakinkan bahwa usulan kegiatan yang dibuat memang benar- benar dibutuhkan  oleh masyarakat  Kecamatan  Bojong.  Kemudian  terjadi tawar menawar setelah itu diputuskan apakah usulan program /kegiatan akan dijadikan suatu kegiatan/program.
Hasil dari tahap ini adalah Hasil Musrenbang berupa program atau kegiatan.. Dalam tahap ini   sangat menetukan khususnya Negoisasi, kompromi dan keputusan Antara aktor aktor bersentuhan, masing-masing mempunyai kepentigan yang berbeda-berbeda. Aktor yang telibat dalam tahap ini adalah :
a.   Masyarakat
b.   Pemerintah Kecamatan
c.   Pemerintah Kabupaten Purwakarta

[bookmark: _GoBack]4.   Perencanaan Program atau kegiatan Musrenbang Kecamatan
Tahap  ini  dilaksanakan   dengan   dibuatnya   perencanaan   Prorgram   kegiatan. Aktifitas fungsionalnya meliputi :
a. Perumusan Tujuan
b. Identifikasi Daya Dukung
c. Menetapkan langkah-langkah rinci

5. Kesimpulan
Model Perencanaan  Partisipatif  di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.
a. Keterlibatan masyarakat Kecamatan Bojong dalam proses perencanaan partisipatif   hanya pada tahap penyelidikan dan perumusan masalah sedangkan tahap identifikasi daya dukung, menetapkan langkah-langkah rinci dan tidak disertakan.
b.  Hasil dari proses perencanaan partisipatif hanya berbentuk usulan kegiatan saja.

Rancangan Model Perencanaan  Partisipatif   di  Kecamatan    Bojong Kabupaten Purwakarta
a. Keterlibatan  semua  unsur  stakeholder  di  Kecamatan  Bojong  dalam proses Perencanaan partisipatif mulai dari tahap penyelidikan, perumusan 
masalah,   identifikasi   daya   dukung,   perumusan   tujuan,   menetapkan langkah-langkah rinci.
b.  Hasil  dari  perencanaan  partisipatif  berupa  perencanaan  program  atau kegiatan.   Masyarakat   Kecamatan Bojong  dilibatkan pada tahap identifikasi  daya  dukung,  menetapkan    langkah-langkah rinci.
c. Dengan  masih  rendahnya  kualitas  SDM  hendaknya     masyarakat didampingi oleh fasilitator dalam setiap tahapan proses perencanaan partisipatif  di Kecamatan  Bojong.
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